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TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMU~ 
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM EGERI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terti anggaran 
dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peratufan Bupati 
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas DalaNegeri; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang P mbentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bang a Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitufg Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lemb~an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426 ); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ABaratur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten1ftg Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan R8!fYat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan R~at Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun El4 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo I esia Nomor 
5568) sebagaimana telah beberapa kali diub terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 19 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Norn~ 17 Tahun 
2014 . tentang Majelis Permusyawaratan R at, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahari Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 1 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilf Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t9lah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangl Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Neg a Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 7 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pe erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia un 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republi 
Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 9 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg a Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republi 
Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T un 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasar a Kerja 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu ah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 T un 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri D am Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi arana dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuan~ Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Jegara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 20118 tentang 
Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah 
dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Neg a Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225); 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perang~at Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur ahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupa en Belitung 
Timur Nomor 43), sebagaimana telah diubah b berapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupat Belitung 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan . edua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susun Perangkat 
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembar Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur No or 80); 

9. 

10. 

11. 



Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No~or 3 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [ (Lembaran 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 ,omor 3); 

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentan~ Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Tahun 2021 Nomor 6); 

13. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS ERATURAN 
BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALA AN DINAS 
DALAM NEGERI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 ahun 2021 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai b ikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 herb nyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. 
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daer Kabupaten 

Belitung Timur. 
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 1KPD 

adalah 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah D erah. 

4. Unit Kerja adalah unit kerja SKPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Ti ur. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan R at Daerah 
Kabupaten Belitung Timur. 

8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan 
DPRD. 

9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabup 
Timur. 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer 
Belitung Timur. 

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanju , ya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, c on pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah deng perjanjian 
kerja yang bekerja dan/ atau melaksanakan enugasan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Ti ur. 

_;,.. 



12. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai sel · Pegawai 
ASN yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk 
membantu pelaksanaan tugas pemerintiahan dan 
pembangunan di lingkungan Pemerintah DaerJ.h. 

13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanju ya disebut 
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke 1 ar tempat 
kedudukan yang dilakukan dalam wilay Republik 
Indonesia untuk kepentingan negara. 

14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjal 
melewati batas Daerah dan/ atau dalam Daer dari tempat 
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksan an tugas, 
dan kembali ke tempat kedudukan semula. 

15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya di ingkat SPD 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Peja at Pembuat 
Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjal an Dinas 
Jabatan. 

16. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupa ·, Pimpinan 
DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN, . Non-ASN 
atau pihak lain yang melaksanakan Dinas 
Jabatan. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timu . 

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingk t PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan pengguna 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
dipimpinnya. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya d singkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk m laksanakan 
sebagian kewenangan PA dalam melaksanak sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya d singkat PPK 
adalah pejabatyang diberi kewenangan oleh P /KPA untuk 
mengambil keputusan dan/ atau tindakan ang dapat 
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat y g ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, mena usahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang untu keperluan 
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ejabat yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, m mbayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjaw bkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dal rangka 
pelaksanaan APBD pada Unit Kerja. 

23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang te ah dihitung 
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 
sekaligus. 

24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang me ~adi tujuan 
Perjalanan Dinas. 



Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Pel sana SPD 
atau tempat menginap bagi Pelaksana SPD 1engan lebih 
dari 1 ( satu) tujuan Perjalanan Dinas. J 

Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah batas 
tertinggi yang besarannya tidak dapat dil 1paui dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKP dan dapat 
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran perj anan dinas 
dalam program kegiatan APBD. 

25. 

26. 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berb nyi sebagai 
berikut: 

Pasal 11 
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen 

sebagai berikut: 
a. uang harian; 
b. uang representasi; 
c. biaya transportasi; 
d. biaya penginapan; 
e. biaya sewa kendaraan; 
f. biaya tes kesehatan; dan 
g. biaya menjemput/mengantar jenazah. 

(2) Uang harian dan uang representasi s bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan 
secara lumpsum. 

(3) Biaya transportasi, biaya penginapan, 
kendaraan, biaya tes kesehatan 
menjemput/mengantar jenazah sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dibayarkan 
secara at cost sesuai dengan bukti pengeluar rill. 

(4) Besaran standar harga satuan Biaya Perjal 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berb 
berikut: 

Pasal 12 

(1) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan 
penggantian biaya keperluan sehari-hari melip ti: 
a. keperluan uang saku; 
b. keperluan transportasi lokal; dan 
c. keperluan uang makan. 

(2) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sam ai dengan 8 
(delapan) jam hanya diberikan biaya transport si lokal. 

(3) Besaran biaya transportasi lokal sebagaiman dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan B pati. 

(4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ay t (1) sesuai 
dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjal an Dinas 
Jabatan mengacu padajumlah hari yang terc tum dalam 
surat tugas, dan/ atau dibuktikan dengan ggal yang 
tertera dalam tiket dan/ atau boarding pass. 



4. 

(5) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan dal rangka 
penugasan untuk mengikuti pendidik setara 
Diploma/Sl/82/83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf g dibayarkan 1 (satu) hari pada saat tedatangan 
dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 

(6) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan dalF rangka 
mengikuti pendidikan dan pelatihan s~bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dengap besaran 
sebagaimana diatur dalam Keputusan = mengenai 
Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas. 

Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dal Pasal 11 
ayat ( 1) huruf c terdiri dari: 
a. biaya perjalanan; 
b. biaya taksi; dan 
c. biaya transportasi darat. 

(2) Biaya taksi dan biaya transportasi darat s bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Bupati dan ketua DPRD menggunakan obil sedan 

atau minibus dengan kapasitas maksimal 2.500 (dua 
ribu lima ratus) cc; 

b. Wakil bupati dan wakil ketua DPRD m ggunakan 
mobil sedan atau minibus dengan kapasita maksimal 
2.200 (dua ribu dua ratus) cc; 

c. Pejabat eselon II dan anggota DPRD merggunakan 
mobil sedan atau minibus berbahan bakar bensin 

I 
dengan kapasitas maksimal 2.000 (dua nru) cc atau 
minibus berbahan bakar solar denganl kapasitas 
maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) cc; df.? 

d. Pelaksana SPD lain menggunakan mo i1 minibus 
berbahan bakar bensin dengan kapasita maksimal 
1.600 (seribu enam ratus) cc atau minibu berbahan 
bakar solar dengan kapasitas maksimal .500 (dua 
ribu lima ratus) cc. 

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 (elljlpat) pasal, 
yaitu Pasal 13A, 138, 13C dan 130 yang berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 13A 

(1) Biaya perjalanan sebagaimana dimaksud dal Pasal 13 
ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian ti~et pesawat, 
kapal laut dan/ atau moda transportasi lain p rgi pulang 
dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun ke erangkatan 
ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tuju 



(2) 

(3) 

Dalam hal perjalanan menggunakan moda pe erbangan: 
a. Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan ~PRO dapat 

menggunakan fasilitas penerbangan kelas bisnis: dan 
b. Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinl1• Pratama, 

Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu, 
Pelaksana, Pegawai Non-ASN dan ihak lain 
menggunakan fasilitas penerbangan kelas onomi. 

Dalam hal fasilitas penerbangan sebagaiman dimaksud 
pada ayat (2) huruf a tidak tersedia, Pel sana SPD 
menggunakan fasilitas penerbangan kelas eko omi. 
Dalam hal fasilitas penerbangan sebagaiman dimaksud 
pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, Pelaksan SPD dapat 
menggunakan fasilitas penerbangan kelas bis 

(4) 

Pasal 138 

(1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pas 13 ayat (1) 
huruf b adalah biaya untuk 1 (satu) kali perj anan taksi 
dari: 
a. tempat kedudukan menuju bandara/pel!uhan saat 

keberangkatan; 
b. bandara/pelabuhan menuju tempat t ~uan saat 

keberangkatan; I 
c. tempat tujuan menuju bandara/pela9uhan saat 

kepulangan; atau _ _I 
d. bandara/pelabuhan menuju tempat kediukan saat 

kepulangan. 
Dalam hal lokasi tempat kedudukan atau lokasi tempat 
tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau 
dari bandara/pelabuhan, perjalanan s~bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunJ.lcan moda 
transportasi lain sesuai ketersediaan. 

(2) 

Pasal 13C 

(1) Biaya transportasi darat sebagaimana dim sud dalam 
Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah biaya untu 
dari tempat kedudukan menuju tempat 
sebaliknya. 

(2) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaks 
(1) dapat digunakan untuk penggantian biaya ransportasi 
dari tempat tujuan pertama menuju tern at tujuan 
selanjutnya untuk Perjalanan Dinas Ja atan yang 
dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) tuj an berbeda 
kabupaten/kota. 

Pasal 130 

(1) Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan uar Daerah 
ke Kabupaten Belitung, perjalanan ke tempat tujuan pergi 
pulang diutamakan menggunakan kendaraarl dinas dan 
tidak diberikan biaya transportasi. 1 



(2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dina Jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau 
tidak: menggunak:an kendaraan dinas, dibay 1lr kan biaya 
transportasi darat. 

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 herb nyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15 

(1) Biaya penginapan Perjalanan Dinas Jabatan s bagaimana 
dimak:sud dalam Pasal 11 huruf d merupakan biaya yang 
diperlukan untuk menginap: 
a. di hotel; atau 
b. di tempat menginap lainnya. 
Pelak:sana perjalanan dinas jabatan y g tidak 
menggunakan biaya penginapan sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan. 
Biaya penginapan sebesar 30% (tiga pul persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibay 
lumpsum. 
Biaya penginapan sebesar 30% (tiga pul persen) 
~::~m.ana dimaksud pada ayat (2) tidall!j diberikan 

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Da rah yang 
dilak:sanakan lebih dari 8 (delapan) jam; 

b. Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah yang 
dilaksanakan dengan paket meeting fullboaid; dan 

c. Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah d,am rangka 
mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah dengan enginapan 
ditanggung oleh pihak penyelenggara tidak dib · an biaya 
penginapan. 
Pelak:sana SPD yang melaksanakan Perjal 
Jabatan dalam Daerah lebih dari 8 (delapan 
tidak memungkinkan untuk melakukan perjal an pulang 
diberikan biaya penginapan sesuai bukti penge uaran riil. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi: 

Pasal 17 

Biaya tes kesehatan Perjalanan Dinas Jabatan s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merup an biaya 
untuk melakukan tes kesehatan tertentu y g menjadi 
persyaratan untuk masuk dan/atau keluar dari layah yang 
menjadi tujuan Perjalanan Dinas luar Daerah. 



8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi: 

Pasal 18 

Uang representasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan biaya 
yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan 
dalam kedudukan sebagai pejabat negara; pejabat jdaerah dan 
pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas. 

1 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Belitung Timur. 

Ditetapkan di Manggar 
pada tanggal ~ Jot-1, 2022 

UR, 

BELITUNG TIMUR, 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 10 JuN, 2022 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR '10 


